Menimbang

Mengingat

SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan pada perangkat
daerah, agar pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dapat berjalan baik sesuai
fokus dan sasaran pengawasan Wali Kota terhadap
perangkat daerah, maka Wali Kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, Wali Kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perencanaan Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

2025;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3455) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992
tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal
serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah
Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89,
Tambahan Lemabaran, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun
2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 158);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 648);

25. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 Nomor 30);

26. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024
Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025.



Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang
memimpin pelaksanaan wurusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali
Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
menyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadikan kewenangan Daerah.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang.

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya
tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kota Semarang dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Semarang berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan
Tahunan adalah rencana kerja Pemerintah Daerah
Kota Semarang yang meliputi aktivitas pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah
kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah Kota Semarang.

Fokus Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah area
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah dalam mencapai target kinerja
pembangunan daerah Kota Semarang.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  sesuai fungsi dan
kewenangannya yaitu Inspektorat.



(1)

Pasal 2

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

meliputi:

a. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. Fokus Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja
pemerintah  Tahun 2025 yaitu akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan.

Fokus Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disusun berbasis prioritas dan risiko dengan
memperhatikan Asta Cita yang merupakan
prioritas nasional Tahun 2025, sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional 1: memperkokoh ideologi
Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM);

b. Prioritas Nasional 2: Memantapkan system
pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada
pangan, energi ,air, ekonomi syariah, ekonomi
digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

c. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan
pengembangan infrastruktur dan
meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,
mendorong kewirausahaan, mengembangkan
industri  kreatif serta  mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui
peran aktif koperasi;

d. Prioritas Nasional 4: Memperkuat
pembangunan sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta
penguatan  peran  perempuan, pemuda
(generasi milineal dan generasi Z), dan
penyandang disabilitas;



e. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan
mengembangkan industri berbasis sumber
daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri;

f. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan
dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan
kemiskinan;

g. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi
politik,  hukum, dan  birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan
korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
dan

h. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan
kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,
alam dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat  beragama  untuk  mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

(4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
diuraikan dengan prioritas pembinaan dan pengawasan
yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

(1) Perencanaan Pembinaan dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi
pedoman dalam penyusunan Program Kerja
Pembinaan dan Pengawasan.

(2) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan
merupakan satu bagian yang tidak terpisah dari
jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf c.

(3) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi
jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor



dan/atau pejabat fungsional pengawas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Penyampaian hasil pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd
HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd
MUKHAMAD KHADHIK
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
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